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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan 
Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 7 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), Keppres 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap di 
Indonesia dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal Penghasilan Kena Pajak sesudah 
dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia, 
penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Bentuk Usaha 
Tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak 
penghasilan di Indonesia, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk 
penanaman modal yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar, dengan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak diterima 
atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan 
penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan di 
Indonesia wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat mulai berproduksi 
komersial. Dalam hal induk perusahaan dari Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah Wajib Pajak 
dalam negeri dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan 
Indonesia, besarnya tarif untuk menghitung Pajak Penghasilan adalah sebagaimana ditentukan 
dalam Persetujuan Penghindaran Pajak yang berlaku. Dalam hal penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat 
final, dasar pengenaan Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan 
pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal, dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang 
bersifat final.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 257/PMK.03/2008, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 24 
Januari 2011. 

    

 


